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WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI MARGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa penyelenggaraan subsidi margin telah diatur dalam

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Subsidi Margin (Berita Daerah Tahun 2021

Nomor 93),

a.

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan

mengenai persyaratan penyaluran, maka Peraturan Wali
b.

Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Subsidi

Margin:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3164)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404),

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi,
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

(Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 817),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

(Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118),

11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Subsidi Margin (Berita Daerah Tahun 2021

Nomor 93),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN SUBSIDI MARGIN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) KSPPS Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a.

Aa
H
m

0
O
o

mempunyai anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang telah

disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,

.menerapkan aplikasi akuntansi simpan pinjam atau sistim akuntansib.

manual:
. memiliki rekening aktif di Bank Nagari Syariah,
. sudah melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS,
. memiliki Nomor Induk Koperasi yang masih aktif,
memiliki Nomor PokokWajib Pajak,

. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara rutin setiap tahun, dan

h. memiliki kepengurusan yang sah.
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(2) KSPPS wajib mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk ditetapkan

sebagai KSPPS Penyalur.

(3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota

ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

WaliKota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 97 pal 2022

WALI KOTA.PAD

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 57 Mn“ 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

FM RIATI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 19


